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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada
standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
2. Undang-Undang  Nomor 0} Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400); :
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir .dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun: 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ;
S. 'Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Périmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438); /4\



6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20¢3
Nomor #&, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor$‘3‘96); :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
fentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA.

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malaka
2. Pemerintah Daerah -adalah  Pemerintah Kabupaten

Malaka

Bupati adalah Bupati Malaka

4. . Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip , dasar-dasar, peraturan dan prosedur yang
digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dam
penyusunan dan penyajian laporan kéuangan daerah.

S. Standar Akuntans;i Pemerintahan, yang: selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. .

6. Ikthisar Kebijakan Akuntansi adalah bahwa Laporan
Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaity
basis akuntans;i yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas
Umum Dacrah,

7. Pendapatan adalah semua penerimaan pada Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersanglkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah dacrah.l
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10.

Belanja adalah semud pengeluaran dari Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarahnya kembali oleh pemerintah
daerah. _

Pembiayaan adalah . seluruh transaksi keuangan
pemerintah daerah, - . baik penerimaan maupun
pengeluaran yang per]u dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam. penganggaran pemerintah daerah
terutama dxmaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung keglatan operasional Pemerintah
Kabupaten Malaka, dan barang-barang yang

‘dimaksudkan untuk dljual dan/atau diserahkan dalam

~rangka pelayanan kepada masyarakat.

11.

12.

13.

14,

- 15.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen
dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki . oleh pemerintah daerah sebagai
akibat peristiwa masa lalu  dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh’ pemerintah daerah maupun oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya

Asct Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. .
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah suatu entitas
akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset
tetap untuk dipakai ‘dalam penyelengaraan Kkegiatan
pemerintahan dan/'atau masyarakat, dalam suatu
jangka . waktu . ‘tertentu, baik pelaksanaan
pembangunannya d11akukan secara swakelola, atau
oleh pihak ketiga, .

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah 'L



Diundangkan di Betun

pada tanggal

Pasal 2

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka disusun
dengan sitematika sebagai berilcut:

Bab 1 Kebijjakan Akuntansi - Gambaran Umum

Bab Il Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Bab 111 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Bab Iv Kebijakan Akuntansi Belanja

Bab V Kebijakan Akuntansj Persediaan

Bab VI Kebijakan Akuntansi Investasi

Bab VII .Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Bab VIII Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan

Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban

2) Uraian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka
sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) digunakan
sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan asset,
kewajiban, ckuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
untuk  laporan  keuangan dalam rangka  memenuhi
pertangungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku. ' .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Malaka. ﬂ\

PIt. SEKRETARIS DAERAH,
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PENDAHULUAN

PERANAN DAN
TUJUAN PELAPORAN
KEUANGAN

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

Untuk inencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh
pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah yang meliputi:

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

b. entitas pelaporan keuangan;

¢. dasar hukum pelaporan keuangan;

d. asumsi dasar;

e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f. kendala informasi yang relevan dan andal;

g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangah;

h. Jenis laporan keuangan; ' |

i definisi unsur laporan keuangan;

. J. pengakuan unsur laporan keuangan,

k. pengukuran unsur laporan keuangan;

I. pengungkapan laporan keuangan.

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menitai kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu
menetukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pélaporan untuk kepentingan: ﬂk
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d.

. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangarn untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan; pengelolaan dan pengendalian atas seluruh
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan
masyarakat.

. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah
atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity).

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

€.

f.

menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan;

. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah
dicapai,

- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah
daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek
maupun jangka ‘panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

z I



JENIS LAPORAN
KEUANGAN

ENTITAS PELAPORAN

DASAR HUKUM
PELAPORAN
KEUANGAN

pinjaman;

J. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah
daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah
menyediakan informa;i mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemérintah daerah yahg pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Aﬁggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan; Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola oleh pemerintia’h daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
realisasi dan anggarannj@ dalam suatu periode pelaporan.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi
keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

Laporan -Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta
saldo kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analitis atau
daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Selain laporan keuangah yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan
menyajikan laporan pehdukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan
Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daersh
atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya
Jika meénurut peraturan_f.'perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keu;éngan.
y

Pelaporan keuangan pe";merintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuvangan daerah, antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

Y 1.



ASUMSI DASAR

. Undang-undang Noj

. Undangsundang Noi

mengatur Kevangan Negara;

. Undang-.undang Norﬂbr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

. Undang-undang Noiﬁpr I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

ot 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
ingan Negara;

Tangguhgjawab Ket

or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undangfundang No

Tor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dah Daerah;

. Peraturdn Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pel aturan Kepala Daelah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kcuangan
Daeral.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan
yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
akuntansi dapat dlterapkan ‘yang terdiri dari:

a.

Asumsi Kemandirian® Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa .unit pemerintahan daerah sebagai
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri
dan me_r_ﬁpunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk- kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas
kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang
yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya
program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

. Kesinambungan Entitas ‘

Laporan keuangan:- pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa

pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk
melakukan likuidasi.

. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar

-memungkmkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.



KARAKTERISTIK
KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas
yang dikehendaki:

Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan
membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan
dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

1) memiliki manfaat umpan balik, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

2) memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan
untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini; i

3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
disajikan “tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk
pembuatan keputusan pengguna laporan; dan

4) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan
pengguna laporan.

5) informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang
relevan, tetapi jika hakikat atau pe'nyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi
yang andal harus memenuhi karakteristik:

1) penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
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PRINSIP AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
KEUANGAN

2) dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih
dari sekali oleh pihak yang berbeda, l{asilnya harus tetap menunjukkan
simpulan yéhg tidak berbeda jauh. '

3) netralitas, artinya bahwa laporan keudngan pemerintah daerah harus

~memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan

- tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. tidak boleh ada usaha untuk

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal
tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila
pemerintah- daerah yang diperbandingkaﬁ menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan

kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan
tersebut.

Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh
pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan
operasi pemeri_ntalf daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
harus dipahami_ dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan pemeri'ntali daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8
(delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
adalah basis kas:;untL|I< pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam Lapornn.'Realis_asi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
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aﬁet kewa]lba ) ekuitas dalam Neraca.

Basns kas unt
penenmaan P

oran Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
aan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta
cluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
tintah’ daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
4 perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
é‘j‘hithuwgal1 anggaran tergantung pada selisth realisasi
atan: dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan

5elanyl dan peng

|<as daerah. Pe
menggunakan
' éi_nggaran. Sisa
g§|1erimaa|1 pe__h
;Sembiayaall

B is akrual untuk \Iexaca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
dlakun dan dlcatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondISI Iankungan bexpenoaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan

pada saat kas‘j | ternna atau dibayar oleh kas daerah.

Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

. Prinsip Harga Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah daerah.

Pepggﬂnaan qilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

. Prinsip Rea]i's_asi'

Keétersediaan® pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD
sélama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah
-dalam periodé tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak® temiu biaya-pendapatan tidak ditekankan dalam akuntansi
pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

. Prinsip Substansi Merigungguli Formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
la|n tersebut harus dlcatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonoml bukan- hanya “mengikuti ‘aspek formalltasnya Apabila substansi
ty nsaksu atau penstlwa lain . tidak konsisten/berbeda dengan aspek
lﬁnalltasnya, maka haL tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
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h.

>rinsip Konsistensi -
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa
dari periode ke.periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak ‘berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode
akuntansi ke nietode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode

yang lama. Pengaruli dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini
harus diungkapkar dalam laporan keuangan.

. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
informasi  yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.’ Informasi yang
Qibhtlllwkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on
the face) I'aporé'ﬁ' kéuangan atau pada’Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar
Laporan ‘Realisasj Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Faktor pél‘timbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah
daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun
demikian,  penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asel atau aset
yang terlalﬁpau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang
terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral



KENDALA INFORMASI
AKUNTANSI YANG
RELEVAN DAN ANDAL

DEFINISI UNSUR
LAPORAN KEUANGAN

tel apam *1 kondisi ideal dalam mewujudkan informasi
€\ ndal dalam laporan keuangan pemerintah daerah
tasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal

relevan danahda| yartu
a. .Mat(_eria‘lit,‘as

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala
- informasi, namun hanya dxharuskan memuat informasi yang memenuhi
krltena materialitas. Informasi dlpandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
.informasi'dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b.-: Pertimb'angan Biaya dan-Manfaat

Manfaat yano dlhaSlIkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
"bkeuangan pemermtah ‘daerah, seharusnya melebihi biaya yang diperlukan
penyusunan |aporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah

daerahtidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
'dlbandmgkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi

biaya dan-manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya

dimaksud juga tidak hmus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati
manfaat.

C. Keseimbanoan antara Karakteristik Kualitatif

Keselmbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu kese|mbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
dlhalapkan dlpenuhl oleh laporan keuangan pemerintah daerah. kepentingan
relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama
'antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua

kalaktenstlk, kualltatlf tersebut merupakan masalah  pertimbangan
plofesmnal

Laporan Reallasx Al gman

Unsur yang dlcakup__d_alam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagal berikut:

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas
dana dalam_tpe‘_riode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
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‘tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
nnya kembali oleh pemerintah daerah.

; an /diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
vbersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemermtah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
_deﬁsxt atau memanfaatkan surplus anggaran.

Ner_aca_

Unsur yahg dicakup dalani neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Masmg masing unsur dxdef'msnkan sebagai berikut:

a. AseI adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
pemermtah daerah sebaoal akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana
manfaat ekonoml dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh,

" baik oleh pemermtah daelah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur
dalam: satuan uahg.

b. KewaJlban adalah utano yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesalanny'l mengalubatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemerlntah daerah

c. Ekmtas_ dana.adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Lapo}én Arus Kas

Unsur yang dlcakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas. Masing- masmg didefinisikan sebagai berikut:

a. Penel lmaan kas adalalr.semua aliran kas yang masuk ke kas daerah;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

Catatan atas Lapomn Keuang'ln
Cat_at_an atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. pén‘yaj'ian'infonﬁasi- tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaxan target PERDA APBD berikut kendala dan hambatan yang
dlhadapl dalam pencapalan target,

b. penyajian.ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

c. _pényajian' informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
,kebuakan kebijakan akuntansn yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
‘t}ransakm dan keJadlan keJadlan penting lainnya;
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PENGAKUAN UNSUR
LAPORAN KEUANGAN

d. penyediaan informasi tambahan yang diperiukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah

uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk
diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian ataw peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

b. kejadiaﬁ atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur atau dapat diestimasi secara pasti.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam
pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan
dengan pos atau kejadian/peristiwa’ tersebut akan mengalir dari atau ke
pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian
lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang
melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti

yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. '

Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat dari suatu
peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun kadang
pengakuan didasarkan pada hasil -estimasi yang layak. Apabila pengukuran
berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka

pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpentihi setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih
peristiwa atau kejadian di masa mendatang.
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PENGUKURAN UNSUR
LAPORAN KEUANGAN

: atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
ndah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh

embiayaan seperti  hasil pinjaman. Proses
pemunoutan setmp unsur penellmaan tersebut sangat beragam dan melibatkan
banyak pihak. Dengan demnklan titik  pengakuan penerimaan kas oleh
pefrierintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengakuan
yang lebih rinci;” termasuk :pengaturan mengenai batasan wakiu sejak uang
dltenma sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran
telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh
pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajlban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
menyelesaikan kewayban yang ada sekalan dan perubahan atas kewajiban
telsebut mempunyal nilai penyelesalan yang dapat diukur dengan andal.

Kewajlban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
timbul.

Perigakuan Pend#patan

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan
pada saat kas diterima di kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan

“diakui berdasarkan Jjumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai

dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada reahsasx penerimaan
kas

Pengakunn Belanja

Belan)a menurut ba5|s kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada
saat kas dlkeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-
kan. Pada akhir. periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan Jumlah belanja
yang telah menJadl kewaJlban yang sampai dengan akhir periode akuntansi
bexsmwlwtan belum ada redlisasi pengeluaran kas.

Pehgu'kuran ad?‘r‘lah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan set p pos dalam Iaponan keuangan pemerintah daerah.

Penoukuxan pos pos dal__am Iaporan keuangan pemerintah  daerah

e ;L\



PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN

historis.

aran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
oleh aset tersebut.

adalah sebagai berikut:
ominal,

icatat sebesar nilai perolehan;

: _."-Q Blaya pélolehan apablla dlpeloleh dengan pembelian
e Biaya standar apabll_a diperoleh dengan memproduksi sendiri

e Nilai _'wajar apablla diperoleh dengan cara lainnya seperti
' donasx/lampasan

e Investasu Janvka panJano dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya

tambahan Iamriya yang reuadl untuk memperoleh kepemilikan yang sah
- atas investasi tersebut.

o Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
' dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap dldasa| kan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. KewaJlban dlcatat sebesax nilai nominal yaitu jumlah uang yang diterima
-Sebagai penukar dari Kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang
' diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang g asing harus dikonversikan terlebih

dahulu (dengan menggunakan kurs tengah bank sentral) dan dinyatakan
dalar mata uang Rupiah.

Suatu entit-_as - pelaporan  harus mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan seperti:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
beropera51

b. PenJe[asan mengenal sifat ope1a3| entitas dan kegiatan pokoknya; dan

c. Ketentuad perundang- undanoan yang menjadi landasan kegiatan

operasnonalnya %\
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lkhtisar kebijakan
akuntansi

Prinsip-prinsip dalam
penyusunanan Laporan
Keuangan Daerah

Definisi dan Pengakuan

Pendapatan

Definisi dan Pengakuan
Belanja

Definisi dan Pengakuan
Pembiayaan

*Kas Ul"‘um Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum

Daé’?ah “ir

Penyajnan asset kewa;lban dan gkuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan
ba51s akrual yaxtu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya
kewaJlban anpa mempelhatlkan saat kas atau setara kas diterima atau
dil{eluarkan dari K_as _Umum D_aelah.

Penyusunan Laporan Keuancan Pemelmtah Daerah Kabupaten Malaka mengacu

pada prmSIp pnnsnp yang dlatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentanb Standan Akuntans; PEmerintahan.

Pendapatan adalah semua penenmaan pada Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana lancax dalam penode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemenntah daerah dan r_ldak pe(lu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan dlakul pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi
pendapatan dllaksanakan beldasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan
penenmaan bluto dan tldak mencatatJumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan penﬂeluaran Pendapatan dlSZ]JIkan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belarija'adalah -semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekmtas dana lancar dalam petiode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
dlpenoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada
saat: telJadl pengeluaran kas dan Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran
melahu bendahara penoeluman pengakuan belanja terjadi pada saat
per’tanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat Pengelola
Keuanoan Daer Belan]a ‘dlsafjlkan dimuka (face off) laporan keuangan
menurut klasifik ekonoml/_| 115 belanja, sedangkan pada catatan atas laporan
keuangan belanJa dlba_pkan ine LIlL![ klasifikasi organisasi dan fungsi.

Pemblayaan adalah selurul"l transal\sx keuangan pemerintah daerah, baik
penel imaan maupun pengelualan yang per lu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemenntah daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit ‘atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada
saat kas dlterlma _pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran
kas dari Kas Umum Daerah Akuntansn penerimaan pembiayaan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto yaltu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak
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Definisi dan Pengakuan
Aset

Jenis-jenis assel

Definisi asset lancar

Definisi dan jenis
investasi

mi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
af peristiwa masa lalu dan darimana manfaat
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
'vfnasyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
l%—'keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
_isumber sumber daya yang dipelihara karena
an -Budaya Dalam pegeman asset ini tidak termasuk sumber daya
hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset
diakﬁj pad:a-\.'s' t ditgrixné atal:pada saat hak kepemilikan berpindah.

alam seperti

ikasikan ‘ tenjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset

Aset Lanca1 mencakUp kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
dlreallsa51kan dlpakal ‘atau dlmlllkl untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelapman Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan
persedlaan :

Kas dlsaykan dl neraca denaan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta’ asing dlsaJlkan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.

Pﬂiutang dinyatakan daldm neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
yéllg télah'dikeludrkan surat ké'put‘-'usan penagihannya,

Pelsed|aan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dlmaksudkan untuk mendukung kﬂglatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dlmaksudkan untuk  dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pélayanan kepada masyarakat

Pefs‘ediaan d‘icaja_it dj'n_e’n‘aca berdasarkan:

: _" hé_rga p.'e.:ml_):eli:an .:‘t_erakhir:, apabila diperoleh dengan pembelian,

* “harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

o harga wajar atau‘estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
Iamnya sepertn donasn/nampasan

Investasi a_dala]) a_set yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga,; d‘ividéﬁ dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
nﬁéningkétkéh"kemampuan pemerintah  dalam rangka pelayanan kepada
masya:al\at o o ‘

L

lnvestasu pemenntah diklaSIFI\aS|kan kedalam investasi jangka pendek dan

SRR AR



Definisi asset tetap

Definisi asset lainnya

'Krlterla penﬂakuan aset tetap dldasal kan kriteria berikut:

a.. Masa manfaat dan aset yang diadakan melebihi satu tahun anggaran,

b. .Pengeluaran menambah masa manfaat kapasitas, kualitas dan volume aset

' .;yang, sudali dlmlllkl

c .Tldak_,dladalk_an_ _dengan. maksfud untuk diperjualbelikan atau dihibahkan;

.d.- Memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi biaya sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga ya"ng nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rUpiah) dan

Pengelualan untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
' atau Iebxh dan Rp10.000. 000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yanv tldak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi
telsebut dl atas dlperlakukan sebagal biaya.

Aset. Lalnnya 'adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panJang, dan aset. tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
PenJuaIan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugt (TGR) yang jatuh
tempo lebih dari saty tahuri, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang
leataSI Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA _menggambarkan jumlah . yang dapat diterima dari penjualan aset
pemermtah secara .angsuran. I\epada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar
nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dlkurangl dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftal saldo tafnhan pemualan anusuran

TGR melupakan Suatu ploses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai
neoerl Btl‘jan bendahala dengan tu}uan untuk menuntut penggantian atas suatu
keruglah yang diderita oleh’ negai‘a sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suaty perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh



Definis, jenis dan
- pengakuan.kewajiban

ben aﬁarz_i’/pég'&wai:‘téf":s"_ebt' atau 'ké_lalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Medita 1 o X '

RN e B

onkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
serta  dimiliki untuk digunakan dalam
: igunakan untuk tujuan lainnya termasuk
FK:atas kekayaan: ihtelektual: fAsep .’_fak Berwujud meliputi software komputer;
[isensi;dh@};'ﬁ{aﬁ{i‘hiéjei Hak,c_ipta (‘clapyright), paten, goodwill, dan hak lainnya;
hak jasa dﬁz_l’n'opeﬁféfsilAs"_éjt Tak Berwujud dalam pengembangan.

I as

/_—f;set Léin-léin meru.pak_an éset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
TPA, Tagihan TGR, ’Ke'mit_taan dengan Pihak Ketiga.

Kewajiban . adalah- u‘tgng.,_'_yang _.».-timbul. dari peristiwva masa lalu yang
p_eliyelesz‘iiai}h‘);a meng‘akiba_'fkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah,
Ijé:lam kd’nteks :‘;:)"_émeri‘inffalﬁn; ké@éjiﬁan muncul antara lain karena penggunaan
s'llﬁibe'r""‘p.é'lnﬁiiz'{ﬁf'aa'n ‘pi‘njapﬁ'an dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pé;ﬁ‘erin‘ta_'hafi:_‘l:afm', : atau lé’inbég_:a internasional. Kewajiban pemerintah juga
terjadi -kakéﬁ% -f;icif_l'jkafa:n‘ 'delifg&n pegé_‘l_'wai yang bekerja pada pemerintah. Setiap
Kewajiban dapat ‘dipaksdkan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak
yaig mehg’fikgt_‘&téu 'pt;'r_atura'h perdndéng—undangan. :

Kewajiban Qenﬁé‘fi_riféﬁ_ dfl(l-:;siﬁkas'ikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kéwajibdhjéhékﬁ pa_\'njqn'g'. o

a. Kewajiban Jangka Pendek

S.ua.t{u‘..l;ewaj.ibzvli_i_-_.i‘d‘iklés_iﬁka_sikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
_diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

% . setelah taniggal pelaporan.

" ""Ke\&%aj"itj)_an:‘jénngavpe'n:dek m.el'iputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

‘»Perh‘ituﬁgah:Fihék‘Keﬁga (P‘FK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

i
|

' Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
i S LR R -

3

b - _Ke\_\‘/aj.'ib_an_.la_ng_l_g@ Pénj‘apg
& -"'KewajjB'a‘nE;-ail(lhfsi‘_ﬁk&_‘sikan- sebagai kewajiban jangka panjang jika
Jothg e datdas Sl Bkt A s - :

" tdiharapkan-untuk djbayar atai jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas
¢ bulan setelah tanggal pelaporan. .

?Keévajibali ‘dicatat - Sébesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pghﬁerin_iah .pada. §a_a:'t-p¢_thama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi
_sesudahhyaf- seperti transaksi "pembayaran, perubahan penilajian karena
perubahan kufs'mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai

TR A




Definisi dan perlakuan
akuntansi Ekuitas Dana

Nllal yano d|c 1tumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang
adalah Jumlah yang Ja_tuh te_mpo:dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan. B

Ekuitas dana merupakan kekayadn be|S|h pemerintah, yaitu selisih antara aset
dan. utangpemennrah 1 weazal

Eku:tas dana dlklasnfkasnkan Ekmtas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
dan Ekultas Dana Cadanvan

Ekulta& Dz_ana 'Lanéar‘-merupakaﬁ'selisih antara aset lancar dan utang jangka
pe’ﬂdék.“Ekuit’és.Dan'a Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran,
cadangan piutahg, cédangah persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutéi‘ngjanéka pendek. :

Ekuitas Dana livestasi mencerminkan aset pemerintah daerah yang tertanam
dalam investasi’ jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan
kewajiban jangka panjang.

Ekuitas “dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuiai dengan peraturan perundang-undangan.

 18'



Definisi Pendapatan

Pengakuan Pendapatan

Pengukuran dan
Akuntansi Pendapatan

Jenis-jenis Pendapaian

Pendapatan Asli daerah

;z‘ 24 _ B AB III :
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan adaIah semua penenmaan ‘pada Kas Umum Daerah yang menambah
sfc.ana lancar dalam: periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

,Jadl hak pefher ‘intah dae;ah dan ndak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
rah;

Péﬁc’ih‘p}‘a’ta_n diak_?ui_pada' 'saat:kés diterima di rekening Kas Umum Daerah,

Pencatatan pendapatan dllaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti
penicatatan akuntasmya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat
keselunuhan pendapatan sebelum dlkompensa51l<an dengan pengeluaran.

Penerimaan yang maS|h berada di. tangan bendahara penerimaan tidak diakui
sebagal pendapatan namun diakui sebaoal pendapatan ditangguhkan.

Pengembahan yang snfatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan
yang ter;adl baik pada periode terjadmya penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan- sebagal pengurang pendapatan.

Ko‘ : kSI dan pengembalxan yang snfatnya tidek berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai
pengur(mg pendap(lmn pn(la periode yang sama.

Korek51 -dan pengemballan yang sifatnya tidak bemlang atas penerimaan
pendapatan yang :terjadi pada ‘periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan
seb'lgal pengurang ckuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi
(I(m pengem/)altan tersebul

Pendapatan dlkIaSIfkaSI berdasarkan .sumbernya yang terdiri atas Pendapatan
Asli:Daerah, Pendapatan transfer yang berasal dari transfer .pemerintah pusat,
transfer psmerifitah pusat Ialnnya dan transfer dari pemerintah provinsi, serta
Iam—lam pendapatan yang sali.

Melupakan kelompok pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri yang
teldm atas:- penellmaan pajak daelah retribusi daerah, pendapatan hasil

penoelolaan kekayaan daelah yang d|plsahkan dan lain-lain pendapatan asli
daejah yang saH



Pendapatan iransfer dari
pemerintah pusat

Pendapartan transfer dari
pemeriniah pusat lainnya

Pendapatan transfer dari
pemerintah provinsi

Lain-lain Pendapatan
yang sah

'MEr.dpalé::an __kc{om_pc?k F;.e'h 3 étan” yang menampung penerimaan dana

itah pusat lainnya merupakan pendapatan
erdiri atas dana otonomi khusus dan dana

Pendapatan transfer darl pemermtah provmsn merupakan kelompok pendapatan
untuk menampung dana bagi hasnl dari Provinsi ,Malaka yang terdiri atas
pendapatan bagl hasil paJak dzm pendapatan bagi hasil Ialnnya

Kelompok pendapatan ‘lain- ]am pendapatan yang sah digunakan untuk
menampung pendapatan yang teldln atas pendapatan hlbah pendapatan dana
darurat dan pendapatah Iamnya
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Definisi Belanja

Pengakuan Belanja

Pengukuran dan
Akuntansi Belanja

Klasifikasi Belanja

Belanja Operasi

BAB 1V
KEBIJAKAN AKUNTAN SI-BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari- Kas. Umum Daerah yang mengurangj
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah. :

Belanja (SPM LS) diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Daerah.

Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SPM UP/GU/TU)
pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pada akhir tahun, uang persediaan yang masih tersisa pada bendahara
pengeluaran, harus dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember ke
rekening kas umum daerah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi
pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada
pe'riode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas
pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Malaka, Belanja
diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja
yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suvatu aktivitas.

Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan fungsi terdapat dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. ]

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Kabupaten Malaka terdiri
atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

o
Merupakan péngeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah

yang memberi manfaat jangka. pendek. Belanja Operasi meliputi belanja
pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada
pejabat negara, pegawai negeri. sipil dan pegawai vang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal. _



'Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
:j;as'a yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja
_pérjalanan. Belanja Barang méliputi  belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

1 Belanja Barang dan Jasa

? Merupakan pengeldaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai
keperluan  kantor sehari-hari,  pengadaan barang  habis  pakai,
'pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan Jasa, lain-lain
pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non- fisik dan secara
langsung ‘menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan
inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang
diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik eperti
.. pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan

'Merupakan pengelufaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset
. tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa
" memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan.

Belanja  Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas
kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman
Jjangka pendek atau jangka panjang;

B'elanja' Subsidi -merupakan ° :pengeluaran yang dialokasikan  kepada
Rex;usahaan/lebaga yang memproduksi, ‘menjual, mengekspor, atau mengimpor
;b'i_i:;fang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sechingga harga -
j};z};lfl]ya dapat dijangKat masyarakat.

{ . o 1l

Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada pemerintah atay pemerintah-lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

brganisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan’tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Eantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa kepada

_r%é’syarakat yang bertujuan untuk ‘meningkatkan kesejahteraana masyarakat yang
:s:-if'%tnya tidak terus menérus dan selektif. A

t

i




Belanja Modal -Metupakan pengelu

] ntuk perolehan asset tetap dan asset lainnya
st .:!ebih‘ dati: suatu periode akuntansi. Belanja modal
uti belanja madal hn_tuk__ peroléhan tanah, gedung dan bangunan, peralatan

- melip

: __'d'z'i'n }é:xsset tak berwujud; :

-Suatu pengeluaran diakui sebagai. belanja modal jika memenuhi persyaratan
- berikut: B L RS

:'Pengeluaran . '_t‘cj_r‘éf&;bﬂt < mie

(ibatkan Dbertambahnya asset pemerintah
“daerah; '

2 ‘Pengeluaran t_erseb_'ut_méfh:enuhl batasan minimal belanja (capitalization
+ - threshold) yang dapat dikzil'p_ii't‘%ll'isasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
: : “.dengan atau lebili besar da_wf'i Rp250.000,00 untuk persatuan peralatan,
o . mesin, dan peralatan olél_r raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp
: _ -10.000.000,00 untLu_k bangunan dan gedung.

3 "Peroléh'an asset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.

K'o‘nsép'Hm-_ga Perolehan

Komponen belanja modal untuk bérblehan asset tetap meliputi harga beli asset
tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai asset tetap tersebut siap
untuk digunakan misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya perjalanan,

" biaya konsultan perencana, biaya konsultan pengawaé dan biaya pengembangan
perangkat lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada asset tetap
tersebut. AR k. 1

Biaya-bia){a yang dikelluarka‘n setelah berolehan asset tetap atau asset lainnya
dapat diakui sebagai. belanja modal sepanjang memenuhi persayaratan berikut:

1. Pengeluaran - tersebuit. mengakibatkan -bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas.atau volume asset yang telah dimiliki;

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization

" threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama
dengah atau lebih besar dari Rp250.000,00 untuk persatuan peralatan,
‘mesin; dan peralatan olah réga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp
10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

Jaminan Pemelihnrmm

Dalam pehgeluarai belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Malaka,
'3' kepada rekanan ditakukan sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar
5% qﬁergpakkan retensi selama masa pemeliharaan. Atas sejumlah 5% dari nilai

p‘eng;:idaal Yyang dijadikan retensi selama masa pemeliharaan tersebut Pemerintah

. B PR
¥ . D
e i . ) .




Kabupaten Ma ka 1engak11|nya sebagal hutang retensi.

Belanja Tidak Terduga

Transfer

; : dita perlmbangan oleh pemerintah pusat dan
dana bagl hasnl oleh pemen mtah daemh L
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Definisi Persediaan

Pengakuan Persediaan

Pengukuran dan
Akuntansi Persediaan

'BABV.

KEBITAKAN AKUNTANSIL-PERSEDIAAN |

_"l.?e'rs’éd jaan mer;upafkvali'aset 'Iéncar -dalém bentuk barang atau perlengkapan yang
li.ldin%ak'dilkén untuk me,hd_iik':whg' y keéiatan operasional pemerintah Kabupaten

Méléké‘; dan ba.‘r'ahg-ba'l_fang y_éin]gfdilnaKSlekan untuk dijual dan/atau diserahkan
" dalam rangka pélayéha—n‘ kepada |ﬁésyérakat.

Persediaan diakui pada saat potensi. manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah dan mempunyai nilai ataurbiaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah. -

Pada akhir periode akuntansi; pef-sedi_aan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
fisik. RV £

'Pe_‘n"sedi'aan bahan baku dan pérlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak
di:m:a_suk_kansebagqi.pqx;s_ediaan. »

" -Dalam neraca pemerintah Kabupaten Malaka, Persediaan disajikan sebesar:

" (a).Biaya perolehan apabila djpéroleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

'(_c) Nilai wajar, apabila diperaleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
Biaya perolehan. persediaan- ‘meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. . Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
‘mengurangi biaya perolehan. i

Nllal p}embelia__n_ yal1g‘ digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir. dipero teh, : i

! ..,Sza.:standara;pers_eq-iaan-,me:liput_i biaya langsung yang terkait dengan
,:pe':récdiaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
‘sistémiatis berd'a{s"ar'kéh;‘ukﬁi’ﬁ'_ri-i)ki)rah yang digunakan pada saat penyusunan
rencana kerja dah_angg_’:a__ranm

:Peré_édiaa|1 hewan . dan. tanaman yang dikembangbiakkan dinilaj dengan
.menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atay penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi

'_f.‘;‘i : e L B "(

e
.

i
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Pengungkapan
Persedinan

Klasifikasi Persedinan

LapoLan Keuam!anpemermmh Kabui

g dmunakan

a. Barang konsum5|

ib AmumSI

h)emenulu kecukupan pengungkapan, dalam Catatan atas
aten Malaka diungkapkan mengenai:

mtans: yano dlgl 1akan dalam pengukuran persediaan;

.(b) PenJe!asan Eebph lanJut pexsedlaan seperti barang atau perlengkapan yang

-"dlguna car dalam.pelayanan masyalakat barang atau perlengkapan yang

flam pxoses produksr barang yang disimpan untuk dijual atau

‘-_"'"dlserahkan kepada mdsyalakat dan barang yang masih dalam proses

-plOdUkSl yang dlmaksudkan -'unrul\ dijual atau diserahkan kepada

masyarakat

(c) KOndlSl persednan

'Persedlaan mencakup baxano atau pe|lenol\apan yang dibeli dan disimpan untuk
:dlgunakall, mnsa[nya barcmg ‘habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak
'habls pakzu seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas. ;

Dalam hal pemenntah memp;oduksn sendiri, persediaan juga meliputi barang

-yang dlgunakan dalam proses produksn seperti bahan baku pembuatan alat-alat
pertaman

_ Barang hasil proses produksn yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,
contohnya alat-alat pel’raman setengahjadl

' Persedlaan dapat mehputl

€. Bahan untuk pemell]mraan il

d Suku cadang _‘

e: Persediaan untuk t'uf_u:e.m.s.'trategis/b.erjaga-jaga;

f. Pita cukai da‘nfrleges‘;E :

.g."'B'a.hén baku ;

h. Barang dalam proses/setengahjadl

1. Tanah/banounan untuk duual atau. dlserahkan kepada masyarakat;

iR Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,

A
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S0t Ui Bamvrc
KEBIJAKAN AKUNTANSLINVESTASI

Definisi Investasi Investasi adalah asset yang dimaksudKkari, untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, dividend .'dan. royalty, ‘atau manfaat social, sehingga dapat
meningkatkan I(em"épal_n'puazh_pémjér'l.n_"tah_ﬂdaerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. S el bR GRS

Pengakuan Investasi Suatu  pengeluaran‘ Kas -atau ‘aset’ dapat diakui sebagai investasi apabila

memenuhi salah satu kriteria:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan. manfaat sosial atau jasa pontensial di

masa yang akan datang. atas suatu investasi tersebut dapat diperolsh
pemerintah; 2

(b) Nilai perolehan atau nilaj wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).
Pengukuran dan el T . = - oy A P
Aluntansi imvesiasi Investasi jangka pendek dalam bentuk surar be) harga, misalnya sakam dan
obligasi jungka” pendek. dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
investasi’ meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi

perantara jual beli, Jjasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat. berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilaj wajar, biaya
perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan
untuk memperoleh investasi tersebut. _ : v

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misainya penyertaan modal
pemerintah, dicatat sebesar: biaya - perolehannya meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang'vdan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar- nilai: perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dara
talangan untuk penyehatan " perbankan yang akan segera dicairkan dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
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7 penanaman modal di proyek-proyek
-Proyek PIR) dinilai sebesar biaya

: Ipexoleh dari pertukaran aset pemerintah,
F staS| yanﬂ dlpeloleh pemermtah adalah sebesar biaya perolehan,
o -~atau n|Ia| waJa,r nvestasn teISCbLI(JIka hax ga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi ‘dalan valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah

'dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada
"tanggal transaksi;
'Penllalan lnvestaSI pemenntah Kabupaten Malaka dilakukan dengan tiga

i

metode yanu

_(a) Metode blaya pada lnvestasx vang kepemlllkan saham pemerintah daerah
' '_kurang dan 20% Dengan menggunakan metode biaya, investasi dl(,atat
sebesar bxaya perolehan Penghasﬂan atas investasi tersebut diakui sebesar
.bag|an Tiasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada
- badan usahé/badanfhukum yang terkait.
(b)" Metode ekuntas pada investasi yang kepemilikan saham pemerintah
. kabupaten antala sampal denoan dan atau lebih dari 50%. Dengan
. men‘ggunabk_an metc_)de ekuitas pe’me_;rintal'l'mencatat investasi awal sebesai'
‘.jbia){a‘perqlgel_lan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah Setelah'tm@ggl perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam
o b_ept__uk.__sahém yaing diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi
S pen{erintah':dan tia';-k' dil ﬁporkan s'ebégai pendapatan.
‘ Penyesualan telhadap mlm mvestasn Juga diperlukan untuk mengubah porsi
; kepemlllkan xnvestasn pemermtﬂh misalnya adanya perubahan yang timbul
-~ akibat pengaruh valuta -a§!l1g serta revaluasi aset tetap.
() vMet"ode nihi bersih yén'ﬂ dapat direalisasikan apabila kepemilikan saham
y pemenntah Kabupaten Malaka bersifat non permanen atau untuk dijual -

_'kembah

:Pe’ngeluaran " intuk “perolehian  investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluanan kas pemerintah-dan fidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan
rea]lsaSl anggaran, sedangkan pengelualan untuk memperoleh investasi jangka
panJang dlaklll sebagal pengelualan pemblayaan /L
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Pengungkapan Investasi

Klasifikasi Investasi

Investasi Jangka Pendek

Hasxt mvestam yang d\peloleh dan mvestasn jangka pendek, antara lain berupa

bunga deposnto »b'unga ObllgaSI dan dewden tunai (cash dividend) dicatat sebagai
pendapat’m $ooo

--Hasz/ lnvesmf belupa dlwden _tunaj yano diperoleh dari penyertaan modal

pemermtah' abupaten Mahxka yang ' pencatatannya menggunakan metode

: _--bta_'a dicatat 5ebagm pendapatrm hasil investasi. Sedangkan apabila
L -fmenogunakan metode e/(mta.s baclan Iaba yang diperoleh oleh pemerintah akan

‘_‘dlmtat me" pemezmt(zh dan tidak dicacat sebagai

' pen{lapamn Ims:/ investasi, Kecuall untuk dividen dalam bentuk saham yang
_dxterlma akan’ melmmbah nilai 1/1vestasz pemerintall dan ekuitas dana yang
ﬁldnnvestamkan dengan Jumlah yang $ama.

Hai- hal lain” yano harus dlungkapkan dalam laporan keuvangan pemerintah
Kabupaten Malaka bell\altan dengan investasi pemerintah, antara lain:

(a) Kebuakan akuntanst untuk penentuan nilai investasi;

(b) Jems -jenis mvestasx mvestasn pexmanen dan nonpermanen; _

(c) Perubahan haroa pasar baxk mvestasn jangka pendek maupun mvestasi
Janc!ka panJan

(d) Penurunan nilai |nvestaS| yang sngmﬂkan dan penyebab penurunan tersebut

:(e) Investasn yang dinilai- dengan fiilai. waJar dan alasan penerapannya;

-(f) Perubahan pos lnvestaSI

._'r,,

Investasx pemermtah kabnpaten Malaka dibagi atas dua yaitu investasi jangka
'pende

dan investasi.: Janoka panJang Investasi jangka pendek merupakan

:kelompok aset Iancar sedangkan nwestasn jangka panjang merupakan kelompok
'aset nonlancar ' :

’ lnvestasuangka pendek harus memenuhl karakteristik sebagai berikut:

.(a) Dgpat s,egerg-_gi1_per{;u_albgllka_n/d,lcalrkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
#)emerintah‘ldapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

(¢) Berisikorendah. *

Investasi yang: dapat dlgolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

teldm atas £

(a) Dep05|to be||anOk"1 waktu tlga sampm dua belas bulan dan atau yang dapat

(dlp_. pamang secara otomat|s (revolvmg deposits),
(b) !Pembe‘ll_ i - SLﬁat Utang Negala (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemenntah daelah dan pembelldn Semf’l\at Bank Indonesia (SBI).
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Investasi Jangka
Panjang

Investasi Jangka
Panjang-permanen

Investasi jangka
panjang-non permanent

Investasi jangka panjang dibagi menuruf sifat penanaman investasinya, yaitu
permanen dan nonpermanen.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12
(dﬁa belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat

untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak

dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen

dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional
dan badan usaka lainnya yang bukan milik negara;

(b) Investasi permanen ' lainnya yang dimiliki  oleh pemerintah  untuk

menghasilkan  pendapatan  atau  meningkatkan  pelayanan kepada

masyarakat.

Investasi Non-permanen adalah investasi jan‘gka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. [nvestasi n;anpermanen yang

dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa: ‘

(a) Pembelian obligasi atau surat utang_iangka‘ panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada pihak ketiga;

(¢) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kefompok masyarakat;

(d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk

dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang

1



Investasi permanent
lainnya

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke penyertaan modal,.sufat obligasi jangka panjang yang dibeli
oleh pemerintah, dan penanaman]ﬁodal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak

tercakup dalam pernyataan ini. ﬂ
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Definisi Aset

Pengakuan Aset Tetap

Pengukuran dan
Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap

BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI-ASET TETAP

adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
perdgrintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat
ekd_népihi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh
pey 1__"intah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
terli) suk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi ‘masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan _
sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat terpenuhi kriteria berikut:

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(_b): -B?_aya perolehan__ aset dapat diukur secara andal;

(c)./:T‘i_dak dimaksudkan untukdijual dalam operasi normal entitas; dan

(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan .aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

dngz'fnhk(m hak kepemilikannya dan atau pada saat perguaseennya
berpindah. :

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
meriggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

_By_i_aya_perolehan_asg:t tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
léﬁgSu11g untuk tehaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
bla_ya perencan'aah dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
pefalatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
p“" mbangunan aset tetap tersebut..

Y;ailg.dimak's_ud dengan nilai wajar pada saat perolehan adalah

E_;"eirar'ig berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset
Fjé‘da- ‘awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh
dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset
térsebutdiperoleh. /L :

!
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pero[e/mn suatu_a'ert' gtap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
uk bea lmPOJ dan 1a laya yang dapat diatribusikan secara langsung
' ]*e kondisi yang membuat aset tersebut dapat
) lmaksud kan.

membawa qset

:Contoh blaya yang dapat dlall IbUSlkan secara langsung adalah:

(a) blaya persmpan tempat

(b) blaya pengnlman awal (mma/ delivery) dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling cost),

(c) ;b_'_iaya pemasangan (in.s’talah’on cost);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruk's.i' PNy

-Tmmh (Imkul pelmm(t k(l/l sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harva pembehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dlkelualkan dalam ranOka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
'pemmbunan dan blaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut snap
paka1 Nilai tanah Jjuga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanali

yang dibeli iersebut Jika -bangunan tua tersebut dimaksudkan untu[;
dimusnahkan.:

Biaya perolehan peralatan dan .mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampéi
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya “Ia'n'gsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai-peralatar dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehian gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya

i antala Iam melxputl hama pembehan atau biaya konstruksi, termasuk biaya
penourLlsan IMB notans dan pa;ak

Bl.ayn_ pero‘lelmn Jalan, irigasi, ddn jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya
lain yarig dikeluarkan 'sampéi jalan, irigasi dan jaringan terseblt siap pakai.

Biaya. perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang

-dikeluarkan untuk memperoleh ase't tersebut sampai siap pakai.

Blaya admnmstxasn dan blaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
blaya aset’ tetap sepamang b|aya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
Ianosung pada blaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
Demikian pula biaya .permulaan (:s/art up cost) dan pra-produksi serupa tidak
merupakan haglan blay'r suatu’ ase? kecualx biaya tersebut perlu untuk membawa
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pengerjaan sampal dengan aset tersebut selesai dan siap dlpakal (Dibahas lebih

Iahjut dalam Kebllakan AkuntanS|- wonstruksi Dalam Pengerjaan).

Blaya _-émlelz(m untuk asel y(mg dzpelolelz secara gabungan. Biaya perolehan
dari. masmg masmg dset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasnkan halga gabungan tersebut berdasarl\an perbandingan
mlal wa_Jar masmg- masmo aset yang bersangkutan.

Bmya Perolelz(m untuk Aset’ y(mg diperoleh dari pertukaran. aset tetap yang
dlperoleh mela]un pertukalan atau pertuk'uan sebagian -aset tetap yang tidak
serupa atau “aset lamnya dlukur bérdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

i

Untuk pertukaran aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa
dan menmiliki nilai wajar yang serupa dimana tidak ada keuntungan atay
-kerugian yang diakui dalam transaksi tersebut, biaya perolehan aset baru dicatat
séb'esar nilai tercatat (carrying-amount) atas aset yang dilepas.

Bmya pero/elmn Aset Donasi.- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
»(donasx) harus dicatat sebesm nilai WﬂJal pada saat perolehan.

Pe; jlehan’ aset’ donaS| dlakun sebageu pendapatan pemerintah dan jumlah yang
samaJuoa diakui sebagal belanyl modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pellakuan al\untanﬂ untuk - tanalz Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai
pemenntah tldak dlpellakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti
ketentuan sepem yano diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

,Pellakuan akuntansi untuk Aset Belsej(uah Aset Bersejarah berdasarkan PP
24 Tahun 2005 tidak mengharusl\an Pemerintah Daerah untuk mencantumkan
Aset berseJaxah di neraca (herrtage mseZs) namun aset tersebut diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabuputen Malaka.

Aset berseJarah dlS&JIK"ln dalam. Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk
umt mlsalnyaJumIah umt kolek51 yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Blaya untuk perolehan I\onstruksf pemnakatan rekonstruksi harus dibebankan
sebagal belan_|a tahun terjadmya penge!uaxan tersebut. Biaya tersebut termasuk
“bidya’ ang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut
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Akuntansi Aset Tetap-
Perlakuan pengeluaran

setelah perolehan awval

Akuntansi Aset Tetap-
Pengukuaran Kembali

setelah Perolehan Awal

(c) Tldak dapat.dlpmdah pmdahkan dan

(d) Terdapat batasq_n-ba_tasan untuk pelepasannya.

Aset infrastruktur rhemenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem
pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Perlakuan Akuntansi-untuk Aset Militer. Peralatan militer, baik yang umum

“maupun khusus, me‘mehuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai
dengan pnn51p prlnsnp yang '1da pada Pernyataan ini.

PengeJuaran setelah penolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa

.manfaat atau yang: kemungklnan bésar memberi manfaat ekonomik di masa

yang al_(an data_ng datam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar ki_nerja;harus ditambahkan .pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kebual(an I<ap|taI|saS| m|n|mal yang dianut oleh pemerintah Kabupaten Malaka
adalah "bahwa’ kapltallsaSI dllakukan untuk pengeluaran dengan nilai sama
dengan "atauw lebih- besar dari Rp250.000,00 untuk persatuan peralatan dan
mesin, dan peralatan olah raga; dan pengeluaran dengan nilai yang sama dengan
atau lebili besar dari Rp 10.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

Aset tetap dlsaykan berd"lsal kan blayq perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan Apablla teuadl kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka ‘aset telap akan dtsajlk"m dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset te_tap___dan akun DnnvestaSII\an dalam Aset Tetap.

Penyusumn Penyesualan nilai aset tehp dilakukan dengan berbagai metode
gans!ﬂrus s
Masa manfaal aset tetap yang dapat dlsusutkan harus ditinjau secara periodik
danyka terdapat pexbedaan besal dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode

sekalang dai yang al\an datang halus dllakukan penyesuaian. /.\
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Perlakuan Akuntansi
untuk penghentian dan
pelepasan asset tetap

_ p:yangl edara perm' nen; _hentlkan atau dilepas dieliminasi dari Neraca
ungl\apkan da[am Caratan a S'Laporan Keuangan.

Aset tetap yano dlhennkan daru pengounaan aktif pemerintah tidak memenuhi
-deﬁusu aset tefap’ dan dipindahkan - ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya '

Pengungkapan-Aset Laporan keuangan- mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap
tetap sebagal berikut: :

(a) ._I__)ashr -penilaian ,yqng.digunak_a.n Lllﬁtle menentukan nilai tercatat (carrying
_amount); :

(-b).._‘ReI_gon'sili_a:s»i:v. _'j'umlah_t:e'r_c:a_tat__péda awal dan akhir periode yang
;menunjukkap:

M Pel'ia'mbahaﬁ'-‘

(2) Pelepﬁsan

(3) Akumulasn penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

(4) MutaS| asel tetap lamnya '

(c) Informasi penyusutan, meliputi:

(l)!Nilai penyusutan' : .

(2) Metode penyusutan yang dlgunakan

(3) Masa manfaat atau tant penyusutan yang digunakan;

(4) Nllal tercatat bruto dan akumulas: penyusut"m pada awal dan
akhnr perlode ' _(:
Laporan keuanganJugq harus mengungkapkan:

'(ja_) Eks_ls_tg_nm_clan batasan hak miliK atas aset tetap;

(b) Kgb'ija_kzi__l_l_ a_kum:m“si.un‘m!‘{ kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
(c) J.umlah pen}ggl_uaran pada pos aset tetap dalam kolnstruksi; dan

(d) Jumlah i(orhitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada Jum|ah yano dinilai kembali, hal-hal berikut harus

dlunOkapkan ‘ /\
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if kembali aset tetap;

penilaian Kembali

Kiasifikasi Asettetap  ASet tetap dikla'siﬁka'si_l{an berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
: vitas operasi entitas: Berikut adaiah klasifikasi aset tetap yang
digunakan: .

(a)’l‘anah gk &
(o) Péralaran dan Mesin;
(C)Gedung da”Bangunan i
(d) Jalah, Irigast, dan Jaringan; ~
(e) Aset Teta‘p' Lalnnya, dan- ¥

® Konstruksi d_éla_m P'éhge'rjaan.‘
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BAB VIII

KEBIJ AKAN AKUN TANSI KON STRUKSI DALAM PENGERJAAN

Definisi Konstruksi
Dalam Pengerjaan

Pengakuah Konstruksi
Dalam Pengerjaan

Pengukuran dan
Akuntansi Konstruksi
Dalam Pengerjaan

Konstruksn dalam pengerjaan adalah asset-asset yang sedang dalam proses

¥ pembangunan

";on\strukSI Da]am PenoerJaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
'.‘bangumn ‘jalati, mgasn dan Jarmgan dan aset tetap lainnya yang proses

peloiehannya dan/atdi- pembanaunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan “belim. selesal Perolehan melalui kontrak konstruksi pada
umumnya memerlukan suatu penode waktu tertentu. Periode waktu perolehan
tersebut bisa Kurang atau lebih:dari satu periode akuntansi.

Perolehan -aset dapat dilakukan d§|1ga11 membangun sendiri (swakelola) atau

melalui pihak ketiga dengan kontrak kohstruksi.

Suatu benda benwumd harus dlakm sebagai Konstruksi Dalam I‘engerjaanJlka

(a) besar kemunOklnan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
~.berkaitan dengan aset telsebut akan diperoleh;

(b) bxaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
(c) aset telsebut maS|h dalam proses pengerjaan.

Konstruk51 Dalam Pengeuaan blasanya merupakan aset yang dlmaksudkan

_dlgunakan untuk openasnonal pemermtah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

dalamJangka pan|ang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pcngerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
Jlka krltel ia benkut ini telpenuhl

(a) Konstruksi secara substansi telah selesal dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfa_at/j?i_sa sesuai dengan tujuan perolehan;

[{cj)nstruksi Dalaim Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Blaya Pelolehan/Blaya Konstruksi dapat dibedakan atas Biaya perolehan atas
konstruk5| yang dlkerjakan secara-swakelola atau menggunakan jasa kontraktor.

Nllm konstruksn an (hker nlmn secara swakelola antara Jain:
J

(a) blaya yang belhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi (biaya
g pekeuaan Iapangan blaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya

* pemindahdn, bahan,. sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke lokasi
©. pelaksanaan”konstruksi; biaya penyewaan sarana dan peralatan serta biaya
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Perlakuan Akuntansi
untuk konstruksi yang
dibiayai dari pinjaman

- rancanoan dan bantuan tekms yang ‘secara langsung berhubungan dengan
it kohshuksn)'_ X7 :

B"ia"ya‘bl'aya" i dlalokasnkaﬁ dengan menggunakan metode rata-rata

‘tertimbang, atas ~dasar- proporsi-braya langsung yang diterapkan secara
konsisten.

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
" bersangkutan. .

Nilai konstrul(sn yang dlkemkan oleh kontrakton melalui kontrak konstruksi
mellputl s

(a) Telmm yanv telah dlbayalkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesalan pekerjaan

(b): KewaJlban yang, masuh harus dlbayar kepada kontraktor berhubung denoan

pe_:lge_rjaan‘y_avng.telgh diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(c) :Pexntiayarzili klaim kepada Kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan.kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap

(fermm) beldasarkan tingkat - penyelesalan yang ditetapkan dalam kontrak
konstruksi.:

Setiap ‘pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai
Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Perlakuan akuntansi atas konistruksi yang dibiayai dari pinjaman

= Dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjaman, biaya pinjaman yang timbul

- selama ‘masa_Konstruksi dika’pitali'sasi dan menambah biaya konstruksi,
sepan;ano biaya tersebut: dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal. .. ;

iaya },mjaman mendakup blaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pil]jéljwayn. yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayarkan pada.periode yang bersangkutan.

' Apébila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
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Pengungkapan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan

diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat Jorce majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi sebaliknya apabila pemberhentian sementara
disebabkan oleh keadaan force majeur maka biaya pinjaman tidak

dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya bunga pada periode
bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan
yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman
hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses
pengerjaan.

Pada akhir periode akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka harus
mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut:

(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
(c) Jumiah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan;

(e) Retensi. /L
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Definisi Kewajiban

Pengakuan Kewajiban

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI-KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yan
Y g Yyang p yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Kewajiban diakui jika:

* besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan
dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat ini, dan

* perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

(a) transaksi dengan pertukaran-exchange transoctions (ketika masmg- masmg

pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu mlal
sebagai gantinya),

(b) transaksi tanpa pertukaran (non- exchange transactions), sesuai hukum yang
berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampaj dengan

saat tanggal pelaporan,misalnya bantuan keuangan kepada pemermtah desa
lainnya yang belum dibayarkan;

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events),

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak
didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah
dan lingkungannya. Misalnya terjadi kerusakan tidak disengaja atas hak
milik pribadi sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah,
maka kewajiban pemerintah daerah timbul pada saat kejadian sepanjang
hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa
pemerintalh akan  membayar kerusakan dan sepanjang  jumlalt
- pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.

(d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak
didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi
keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon
kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk
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Pengukuran dan
Akuntansi Kewayjiban
—_

Akuntansi Kewajiban

menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering

* diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya
tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang
timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah
dan bencana alam, pada ‘akhimya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban
sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab
keuangan pemerintah atas biaya yang :ii11bu| sehubungaﬁ dengan kejadian
tersebut dan telah teUadinya‘_transéksi dengan pertukaran atau tanpa
pertukaran..

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya
yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai
konsekuensi keuangan bagi pemerintah yang harus memenuhi dua kriteria
berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau merigotorisasi sumber
dédya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misainya
saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran
belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke
korban bencana). .

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai kewajiban pemerintah
daerah pada saat pertama kalj transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang pemerintah.

Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran. perubahan penilaian
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan niiai tercatat
kewajiban tersebut.

Kewayban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang

ruplah PenJabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
padé tanggal neraca. ;

i

Utan’g kepada Pihak Ketiga (dccount Payable)

Pada’ saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam
perjé_l'anan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban
atas'jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

Bxlzﬁ»kontrakton membanoun fasnlxtas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi

yangLada pada kontrak perJanJIan dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus
berd_&salkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara

Wg
an pekerjaan &

Jumia]\ kewa;lban yang dlseb'ﬂ)kan transaksi antar unit pemerintahan harus
dlplsahkan denoan ‘kewajiban’ kepada unit non pemerintahan. }\.




-harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah
imaksud dapat berasal dari utang pemerintah

penﬂermtah yang dlterbltkan pemerlntah pusat dalam bentuk Surat Utang
Negara (SUN) dan yang difer bltkan oleh pemerintah daerah (kota) dalam bentuk
dan substansi yano sama dengan SUN

Utang Perhltungan Fihak Ketlga-(PFK)

Pada aklir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang
belum dlsetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesaf
Jumlah yang masih harus disetorkan:

Bag__lan Lancar Utang .L'mgka Pap]ang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang
jangka parijang adalah jumlah. _ydng akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tariggal, pelapOIan

Kéwaji_ban Lancar Lainnya (Otlze_z' Current Liabilities)

Kéwajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasukdalam’ kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
tersebut’ adalah’ biaya ‘yang masih- harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun. . Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan
karakteristik masing masing pos. tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan
atas jasa yang telali dxserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayalan di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh
pemerintah kepada pihak lain,

Sélkuritas Utang pemerintah

S'Lekuri'ta"'s‘ hta‘nd pemermtah yang mempunyal nilai pada saat jatuh tempo atau
pelunasan misalnya Surat’ Utang Negala (SUN) baik dalam bentuk Surat
Perbendaharaan Negara maupun Oblxgasx Negara, harus dinilai berdasarkan
mlau yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (face value) bila dijual
dengan nilai pari. Bila pada saat uansakSI awal, instrumen pinjaman pemerintah
yang dapat dlpexJuaIbellkan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka
pemlman selan;utnya mempexh;tungkan amortisasi atas diskonto atau premium

yang ada. =
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dana penode belJalan

Pada- setlap tanggal “neracd pos kewajlban moneter dalam mata uang asing
dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal nelaca

Penyelesamn Kewajlban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekmltas utano pemermtah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo
karena’ adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas
tersebut atau kalena memenuhl persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan
pemeganonya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat
netonya harus daungkapkan pada'Catatan atas Laporan Keuangan sebagai

bagian dari pos kewajlban yang berkg tan.

Apablla harga perolehan kembah adalah sama dengan nilai tercatat (carrying
value) maka penyelesalan kewaanan sebelum jatuh tempo dianggap sebagai
penyelesman utanv secara normal,” yaitu dengan menyesuaikan Jjumlah
kewajiban dan ekuitas dana yang, bérhubunoan

Apablla harga penolehan kembah tidak sama dengan nilai tercatat (carrying
va/ue) maka, selain penyesuamn jumiah kewajiban dan ekuitas dana yang

terkait, Jumlah - pelbedaan yang: ada Jjuga diungkapkan pada Catatan atas
Lap0|an Keuanoan

T_lmoga kan

Jumlah tunggakan atds pm)aman pemerlntah harus disajikan dalam bentuk
Daftar Umur (aqmg schedule) Kledntm pada Catatan atas Laporan Keuangan
sebagal baman pengunakapan kewajlban

Tung akan dldef'mSIkan sebagai Jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun
pemermtah tidak mampu untuk membayar Jjumlah pokok dan/atau bunganya
sesuai ]adwal Beoerapa;ems utang pemermtah mungkin mempunyai saat jatuh
tempo sesuai jadwal pada safu tdnogal atau serial tanggal saat debitur
d|waJ|bkan untak melakukan pembayman kepada kreditur.

RestrukturlsaSI Utang

._I_1ka Jjumlah ._pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
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sebagalmana yang dltenmkan dalam 2'pe|5yalatan baru. Hal tersebut harus
d ngkapkan 'hm Camtan atas “Laporan Keuangan sebagai bagian
penoungkapan _' ' pos ke%v’uxban yang berkaitan.

Su' u. entitas., ttdak boleli menaubah _mlan tercatat utang sebagai akibat dari
pres.t_ruk_turls_a_sr_ utding yang:

n)_{ang}\gt embayaran kas masa depan yang tidak
dapat ditentukan, ‘selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak
mélébﬁlii nila-i-tef&atat utanig,’

Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur
kepada debitur. baik sebagidn maupun seluruhnya.jumlah utang debitur dalam
bentuk peIJanJlan formal dlantara keduanya yang diselesaikan dengan

penyerahan aset - kas maupun nonkas dengan nllal utang di bawah nilai
tercatatnya. - -

o Jika péﬁyelésdidn satu 'ut'ahg:'y‘a'ng nilai penyelesaiannya dibawah nilai
Y tercatat diléiiukan dengan aset kas maka maka debitur harus mengurangi
nilai tercatat’ utang ke'jlimlléh' yang sama dengan jumlah penyelesaian
dengan aset“kas térsebut dan :d-iun_gkﬁpkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

. Jika_p’el1yelésniali suaty wtang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai
B terc"atbaniyn'”di'lakukan-:'-(Iengmi-dset. nonkas maka entitas sebagai debitur

-harys ‘melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai
“wajarnya dan mengurangi nilai, tercatat utang ke jumlah yang sama dengan
‘: .mlal wajar aset non kas. yang “diserahkan kemudian diungkapkan pada
o Catatan atas Laporan Keuangan sebagal bagian dari pos kewajiban dan aset
o nonkas yano berhubungan

Informasi ‘dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
Jum_l_ah_perbe_daan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban
tersebuf yang merupakan selisih lebih antara:

(a) Nilai-tercatal utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau

ditambah _dehgah bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan
atau bidya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

_ Biay.a.—Binya_:Yang_ Berhubungan Igéng_an Utang Pemerintah

Biayaébiéy'zi.5'yh'r{g berhubungan denéan'utang pemerintah adalah biaya bunga
dan :bi'éya-l'ziiﬁhyé'-_yang'f timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-
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Pengungkapan
kewajiban

zan perolehan pinjaman seperti biaya
y e, dan sebagainya .

tersebut d 'Iakuka! sebaoal penyesuaxan atas biaya bunga

Blaya pmJamal ang secara Jangsu
atau produks

sdapat diatribusikan 'dengan perolehan
_uatu aset tertentu. (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai
bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila' bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset
tertentu, ‘maka biaya: pmJaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset
tertentu telsebul

Apabila -biaya -plnjaman 'terebdt tidak dapat diatribusikan secara langsung
dengan aset tertentu, maka kapitalisasi. biaya pinjaman ditentukan berdasarkan
peltlmbangﬂn profesmnal

Apabila suatu dana dari pmJaman ‘yang tidak secara khusus digunakan untuk
perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu
harus" dihitung berdasarkan rata- -rata tertimbang (weighred average) atas
akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama pericde pelaporan.

Utang p,e_;he;rint_eih daerah harus vd-iungkzipkan secara rinci dalam bentuk daftar
skedul utang untuk memberikan iAnf'Qrmasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan. kegunaan analisis, informasi- informasi yang harus
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuvangan adalah:

(a) Jumlah saldo kewajiban :]angka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
.sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

(¢) Bunga pinjaman yano terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
ber Iaku ‘

(d) Konsekuensx dllakukannya penyelesalan kewajiban sebelum jatuh tempo;
(e) Perjanjian restrukturisasi utang mellputl
(J) Penguranoan pinjaman; ‘

(2) Modifikasi persyaratan utang;
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Klasifikasi Kewajiban

(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

() Jumlah runiggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditur.

() Biaya pinjaman:
(1) Perlakuan biaya pinjaman;

(2) Jumlah  biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada  periode vang
bersangkutan: dan '

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup

Jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas)

bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelal tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban Jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Sebaliknya semua kewajiban yang penyelesaiannya dalam waktu tebih dari 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban

Jangka panjang. A
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